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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas
karunia dan hidayah-Nya sehingga penyusunan laporan pelaksanaan Sosialisasi
dan Public Heaning di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan dapat
diselesaikan dengan baik.

Kami menyadari bahwa pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan public hearing
masih perlu banyak penyempumaan. Masukan dan sumbang saran dari praktisi,
stakeholder serta masyarakat setempat untuk perbaikan akan segera
ditindaklanjuti sebagai sarana peningkatan pelayanan publik. Tidak lupa kami
mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan
kontribusinya untuk kegiatan dan penyelesaian laporan ini. Besar harapan kami,
semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Malang, Juni 2022
lai,

r. Sumardi Noor, M.Si
NIP 196401221994031001



DAFTAR ISI

Halaman

Kata pengantar ..........ccoeeriveccrercane. R R R R R R i
DAIAEIN. i it i o A A R A T e AR5 St S A S AR ii
L. PENDARHULUAN ...t csaumssssesissssssis 1
1.1, Latarbelakang............ccooovveiiiiiiiiiiiceeeeeee e 1
1.2. Maksud dan Tujuan ... R A AR s G N A 2
I I {2 e e v s s A A o S s AR SR oA A YOS E SR R ORR B SRS 3

Il. KEGIATAN PUBLIC HEARING ..........ccccoiiciiiviiiassisamvassiissisvsvasids 4
21 Wajtudan Tempat...........ccooeiieiiiiiiiiee e e e eaeneaeaaeas 4

22 PORPEBEIME ... R R e e 4

2B PN AN OIEINRIIRINY. .. v s s b e S s SRS 8
2.4. Evaluasi Penyelenggaraan.............cccceeeeeeeieeieeeeeeeeesersanaeaeanens 16

Ill. PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK ........coooeiiiiieeeiee 18
IV PENUTUP 22
4.1, KeSIMPUIAN .....oooeeiiiieeeeeeiieeeee e nsnnane 22
Q2. SBIBN cicioiicivivivomisiiissimsioses oot bs i SRS S b st S kaaTs 22

ii



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Undangan

Lampiran 2 Jadwal

Lampiran 3. Materi Public Hearing

Lampiran 4. Notulensi Public Hearing

Lampiran 5. Daftar Hadir

Lampiran 6. Berita Acara Pelaksanaan Public Hearing

Lampiran 7. Dokumentasi Kegiatan



BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan
masyarakat oleh penyelenggara negara (Sinambela, 2014: 5).
Sedangkan menurut Lembaga Administrasi Negara (1998) yang
dimaksud dengan pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan
pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat
dan daerah serta di lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang
dan/jasa dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik
merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi, selain itu
pelayanan publik juga merupakan sarana untuk mencapai tujuan
strategis bagi kemajuan bangsa.

Sebagai penyelenggara negara, salah satu fungsi Aparatur Sipil
Negara ialah memberikan pelayanan publik yang profesional dan
berkualitas bagi masyarakat. Dalam core values ASN Ber-AKHLAK yang
diluncurkan Presiden Joko Widodo pada tangal 27 Juli 2021, nilai dasar
berorientasi pelayanan menjadi salah satu nilai yang wajib diamalkan
oleh penyelenggara negara. Dengan implementasi pelayanan publik
yang berorientasi pelayanan diharapkan dapat meningkatkan
kepercayaan masyarakat serta mewujudkan birokrasi berkelas dunia
sebagai salah satu RPJM 2019-2024.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor
78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian bahwa
setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan
menetapkan standar pelayanan sebagai acuan dalam penyelenggaraan
pelayanan publik di lingkungan masing-masing unit kerja. Perwujudan
pelayanan publik yang dimaksud harus memiliki standar pelayanan dan
wajib dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima
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layanan. Selain itu, dalam rangka perwujudan integritas penyelenggara
negara dalam memberikan pelayanan publik, mengacu pada Permenpan
RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi
Bersih Melayani (WBBM) maka sebagai penyelenggara pelayanan publik
wajib memiliki komitmen untuk mewujudkan WBK/ WBBM melalui
reformasi birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan
peningkatan kualitas pelayanan publik.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka periu dilaksanakan
kegiatan public hearing (dengar pendapat) dengan seluruh stakeholders.
Public hearing merupakan sarana untuk melakukan kegiatan dengar
pendapat mengenai fakta-fakta dan masukan atau pendapat yang dapat
mengungkapkan kepentingan masyarakat yang sesungguhnya terhadap
pelayanan publik yang diberikan. Dalam rangka meningkatkan fungsi
keterbukaan informasi publik menuju pembangunan zona integritas dan
penetapan standar layanan publik serta untuk mendapatkan umpan balik
dari seluruh stakeholders, maka Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP)
Ketindan akan melaksakan kegiatan public hearing dengan mengundang
seluruh stakeholders terkait.

Maksud dan Tujuan

Maksud

Public hearing dimaksudkan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan
dengar pendapat untuk mendapatkan saran serta masukan untuk
kepentingan pengguna atau masyarakat yang dilayani oleh BBPP
Ketindan.

Tujuan

Public hearing dalam rangka penerapan standar pelayanan publik
bertujuan untuk mendapatkan saran dan masukan dari praktisi, stake
holders dan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja
BBPP Ketindan menuju pembangunan zona integritas.

———————————————————— e ——
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1.3 Sasaran
Sasaran yang akan dicapai yaitu adanya masukan dan saran dari praktisi,
stakeholders dan masyarakat untuk terselenggaranya pelayanan publik
yang berkualitas menuju pembangunan zona integritas.

Laporan Public Hearing BBPP Ketindan 2022 3



BAB Il
KEGIATAN PUBLIC HEARING

2.1 Waktu dan Tempat
Kegiatan public hearing dalam rangka meningkatkan fungsi keterbukaan
informasi publik menuju pembangunan zona integritas, BBPP Ketindan
menetapan standar layanan publik untuk mendapatkan umpan balik dari
stakeholders. Penyelenggaraan kegiatan Public Hearing dilaksanakan di
BBPP Ketindan, Malang — Jawa Timur pada tanggal 23 Juni 2022.

2.2 Asal Peserta
Peserta public heanng berasal dari offiine dan online. Serara rinci dapat
dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1. Jumiah dan Asal Peserta Public Hearing secara Offiine

No Inatansi/Lembaga Target | Realisasi
(Orang) | (Orang) |
1 | Politeknik Pembangunan Pertanian Malang 2 2
2 | Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu 2 2
3 | Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari 2 2
4 | Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur 1 0
5 | Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat 1 1
6 | Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah 1 0
Subtropika
7 | Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan 1 1
Umbi
8 | Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya 1 1
9 | Loka Penelitian Sapi Potong Grati 1 1
10 | Balai Penyuluhan Pertanian Lawang; 1 1
11 | Universitas Brawijaya 1 1
12 | Universitas Muhammadiyah Malang 1 0
13 | Balai Pelatihan Kesehatan Mumajati Malang 1 1
14 | Camat Lawang 1 1
15 | Kelurahan Lawang 1 1
16 | Desa Lawang 1 1
17 | Polsek Lawang 1 1
18 | Koramil Lawang 1 1
19 | RSUD Lawang 1 1
20 | Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan 1 1
Perkebunan Kabupaten Malang
21 | Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar 0
22 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 1 1

Laporan Public Heanng BBPP Ketindan 2022 4



No Inatansi/Lembaga Target | Realisasi
(Orang) | (Orang)
Kabupaten Pasuruan
23 | Dinas Pertanian Kabupaten Gresik 1 0
24 | Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten 1 1
Kediri
25 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 1 0
Kabupaten Tuban
26 | FK P4S Provinsi Jawa Timur 2 2
27 | KPKNL Malang 1 1
28 | Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 1 0
Malang
29 | BRI Cabang Lawang 1 1
30 | Bank Mandiri Cabang Lawang 1 0
31 | PTPN X Wonosari 1 1
32 | Yayasan Ar Roihan 1 0
33 | Yayasan Mutiara Harapan 1 1 0
34 | CV Arjuna Flora Batu 1 1
35 | Politeknik Negeri Jember 1 1
36 | SMKN Purwosari 1 0
37 | SMKN Wonorejo 1 0
38 | SMAN 1 Lawng 1 0
39 | Badan Kepegawaian da Penegmbangan SDM 1 0
Kabupaten Jember
40 | Korwil DPM/DPA 1 1
41 | Ketua lkamaja Jawa Timur 1 0
42 | Universitas BINUS Malang 1 0
43 | Perhiptani Provinsi Jawa Timur 1 1
44 | Badan Kepegawaian da Penegmbangan SDM 1 1
Kabupaten Tuban
45 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa 1 0
Timur
46 | Ketua KTNA Provinsi Jawa Timur 1 1
47 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi 1 1
Jawa Timur
TOTAL 51 34

Tabel 2. Jumlah dan Asal Peserta Public Hearing secara Online

No Inatansi/Lembaga Target Realisasi
(Orang) | (Orang) |

1 | Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM 1 0
Perlanian;

2 | Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, 1 0

3 | Direktorat Jenderal Hortikultura; 1 0

4 | Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana 1 0
Pertanian;

5 | Direktorat Jenderal Perkebunan; 1 0

6 | Direktorat Jenderal Petemakan dan Kesehatan 1 0
Hewan;

7 | Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian; 1 0

Laporan Public Hearing BBPP Ketindan 2022 5



No

Inatansi/Lembaga

Target
(Orang)

Realisasi
(Orang)

Badan Karantina Pertanian;

Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

-
cmm

Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa
Timur;

11

Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur,

12

Balai Diklat Keuangan Malang;

13

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Malang;

(= [=] = oo o

14

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Provinsi Jawa Timur;

15

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Kota Malang;

16

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Kabupaten Situbondo;

17

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Kabupaten Ngawi;

18

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Kabupaten Jembrana;

o

19

Balai Diklat Pertanian Mataram;

Universitas Pembangunan Nasional Surabaya;

21

Universitas Negeri Surabaya;

Universitas Islam Malang;

23

Universitas Tribuana Tunggadewi Malang;

24

Universitas Trunojoyo Madura;

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang;

b | | | ] — -

Olalolo0o0|O

26

PT. ASDP;

27

Petrokimia Gresik;

28

PT. Seger Agro Nusantara (SAN);

29

Bank Banten;

30

Bank Syariah Indonesia;

31

Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa
Tenggara Timur,

o | | | | —

el l= == =]{=

32

Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua;

—i

33

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan
Perkebunan Provinsi Papua Barat;

oo

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi
Bali;

(=]

35

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura
dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan;

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten
Banyuwangi;

37

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Bojonegoro,

38

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan
Perkebunan Kabupaten Jember;

39

Dinas Pertanian Kabupaten Jombang;

40

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Lamongan;
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No Inatansi/Lembaga Target | Realisasi
(Orang) (Orang)

41 | Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang; 1 0

42 | Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten 1 0
Madiun;

43 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 1 0
Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten
Magetan;

44 | Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk; 1 0

45 | Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi; 1 1

46 | Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan; 1 0

47 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 1 0
Kabupaten Pamekasan;

48 | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan 1 0
Perikanan Kabupaten Ponorogo;

49 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 1 0
Kabupaten Probolinggo,

50 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 1 1
Kabupaten Sampang;

51 | Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten 1 0
Sidoarijo;

52 | Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan 1 1
Perkebunan Kabupaten Situbondo;

53 | Dinas Ketahanan Pangan dan Peranian 1 0
Kabupaten Sumenep;

54 | Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten 1 0
Trenggalek;

55 | Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung; 1 0

56 | Dinas Pertanian Kota Batu; 1 0

57 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota 1 0
Blitar;

58 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota 1 0
Kediri,

59 | Dinas Pertanian Kota Madiun; 1 0

60 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota 1 0
Malang;

61 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota 1 0
Mojokerto;

62 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota 1 1
Pasuruan;

63 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota 1 0
Probolinggo;

64 | Dinas Pertanian Kota Surabaya. 1 0

Total 64 10
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2.3 Pelaksanaan Kegiatan
2.3.1 Pembukaan

Acara di awali dengan laporan panitia penyelenggara Dra.
Astutiningsih menyampaikan latar belakang kegiatan, tujuan, sasaran
kegiatan public hearing yaitu sebagai berikut:

a. Latar belakang kegiatan public hearing mengacu pada amanat
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor
78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian,
bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan
menetapkan standar pelayanan publik sebagai acuan dalam
penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan masing-masing
unit kerja. Standar pelayanan publik harus memiliki standar
pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian
bagi penerima pelayanan.

b. Tujuan public hearing merupakan sarana sarana untuk dengar
pendapat dalam rangka memperoleh saran dan masukan untuk
kepentingan pengguna atau masyarakat yang dilayani oleh Balai
Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan.

c. Output kegiatan adalah 1). Adanya masukan dan saran dari praktisi,
stakeholders dan masyarakat untuk terselenggaranya pelayanan
publik yang berkualitas; 2). Terwujudnya standar pelayanan untuk
kepuasan masyarakat.

d. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara hybrid melalui media offiine
dan online dengan mengundang para stakeholder sejumlah 50
orang atau dari 46 instansi/ lembaga/ perusahaan/ akademisi untuk
hadir secara offline di BBPP Ketindan dengan menerapkan standar
protokol kesehatan, sedangkan undangan untuk hadir secara online
melalui zoom meeting diundang sebanyak 64 instansi/ lembaga/
perusahaan/ akademisi.

e EEEEEEEE,—,—,—,—————
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e. Narasumber berasal dari Komisi Ombudsman Republik Indonesia
Perwakilan Jawa Timur, dari Biro Humas dan Informasi Publik
Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dan dari Bidang
‘Program dan Evaluasi BBPP Ketindan.

Selajutnya adalah sambutan Kepala BBPP Ketindan (Ir. Sumardi Noor,

M.Si) adalah sebagai berikut:

a. Ucapan selamat datang kepada para tamu dan penyampaian
profil BBPP Ketindanmelalui media audio visual;

b. Penyampaian informasi kepada publik terbagi menjadi 2, yaitu
terbuka dan tertutup. Contoh informasi terbuka yang bisa diberikan
adalah jenis, sarana prasaranalfasilitas, persyaratan dan biaya
layanan, peraturan dan surat edaran pemerintah terkait layanan,
sedangkan informasi tertutup yang tidak bisa diberikan secara bebas
kepada publik, misalnya laporan gaji, laporan kekayaan ASN,
dokumen pengadaan, dan lain-lain;

C. Kegiatan public hearing ini bertujuan untuk mengetahui sejauh
mana penerapan pelayanan prima di BBPP Ketindan dan
memperoleh saran/masukan untuk kebaikan BBPP Ketindan ke
depan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga
harapannya seluruh peserta dapat berpartisipasi aktif;

d. BBPP Ketindan juga akan memperjuangkan zona integritas untuk
melangkah ke penilaian ke tingkat nasional,

e. Guna mengoptimalkan layanan informasi BBPP Ketindan memiliki
website dan media sosial yang dapat diakses dengan mudah oleh
masyarakat.

2.3.2 Pemaparan Materi
a. Strategi Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Inovasi Menuju Era
5.0 oleh Agus Muttagin, S.H. Kepala Perwakilan Ombudsman RI di
Jawa Timur:
- Hubungan konstitusi dengan pelayanan publik tertuang dalam
pembukaan UUD 1945 alinea 4 yang menyebutkan bahwa

_—_— e
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terdapat amanat konstitusi untuk melindungi tumpah darah,
mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa. Selanjutnya diterjemahkan ke dalam UU No. 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik dan UU No. 37 Tahun 2008
tentang Ombudsman;

- Asas umum pemerintahan yang baik harus memiliki kepastian
hukum, Kepentingan umum, keterbukaan, kemanfaatan, tidak
diskriminatif, kecermatan, tidak menyalahgunaakan wewenang,
pelayanan yang baik, tertib penyelenggaraan negara, akuntabilitas,
proporsionalitas, profesionalisme dan keadilan;

- Esensi pelayanan publik adalah menjalankan mandat konstitusi,
tugas pemerintah dan dilakukan untuk kesejahteraan rakyat dan
negara, oleh karena itu membutuhkan a). Tata kelola pemerintah
yang baik (tepat waktu, mudah, dan murah); b). Birokrasi yang
antisipatif, proaktif, kolaboratif, dan efektif, c). Penyelenggaraan
pelayanan publik yangbebas dan jauh dari tindakan penyimpangan
(maladministrasi);

- Mal administrasi adalah a). Perilaku/perbuatan melawan hukum;
b). Melampaui wewenang, c). Menggunakan wewenang untuk
tujuan lain dari tujuan wewenang tersebut; d). Termasuk
kelalaian/pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan
pelayanan publik oleh penyelenggara negara/pemerintahan; e).
Merugikan material dan/atau immatenial bagi
masyarakat/perseorangan (pasal 1 ayat3 UU No 37/2008);

- Problem pelayanan publik yang sering terjadi adalah a).
Lemahnya Pengawasan; b). Bersifat monolog; c). Keterbukaan;
d). Minimnya akses pengaduan; e). Sarana dan prasarana
kurang memadai; f). Kurangnya komitmen penyelenggara; g).
Perilaku Penyelenggara

- Pencegahan mal administrasi dapat dilakukan melalui beberapa
hal: a). Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan public;
b). Menjalankan UU No 25 Tahun 2009 dengan baik dan benar;

e ————— ————————
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c). Berani menolak gratifikasi; d). Komitmen pimpinan unit kerja
untuk menerapkan reward and punishment; e). Mengelola
pengaduan internal secara profesional.

Sebelum melakukan pengaduan kepada ombudsman, maka periu
dilakukan pengaduan internal artinya diselesaikan secara internal
terlebih dahulu, bila dalam waktu 14 hari tidak ada tanggapan,
maka dapat diteruskan atau diatasi oleh ombudsman;

Pengaduan kepada ombudsman adalah segala sesutu yang
bersifat maladministrasi;

Digitalisasi tanpa adanya perubahan mindset SDM maka hal itu
akan sia-sia, karena kebutuhan pelayanan terintegrasi 5.0
utamanya adalah untuk mewujudkan layanan yang cepat dan
mudah untuk menciptakan kepuasan pengguna layanan.

b. Peningkatanan Layanan Melalui Keterbukaan Informasi Publik
Lingkup Kementerian Pertanian oleh Ir. Erwin Zulkarnain, M.AP. dari

Biro Humas daninformasi Publik:

Kementan telah melaksanakan pengelolaan dan pelayanan
informasi public sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik

Sebagai Badan Publik Kementan bertanggungjawab untuk
menyediakan dan menyajikan informasi untuk masyarakat secara
transparan, akuntabel dan efisien;

Pada masa endemi, masyarakat menuntut adanya keterbukaan
informasi, sehingga merasa aman, dan menjamin ketersediaan
pangan bagi masyarakat serta kesejahteraan petani/peternak;
Guna menjamin pelaksanaan pelayanan publik di Kemetan, maka
dibentuklah Satuan Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) di tiap unit pelayanan publik di bawah
Kementan.

PPID memiliki peran yang sangat penting dalam pemberian
layanan informasi publik mulai dari pengelolaan, penyediaan
hingga pelayanan publik kepada masyarakat;

Laporan Public Heaning BBPP Kefindan 2022 11



- PPID juga bertanggungjawab untuk mendokumentasikan
informasi publik berdasarkan klasifikasi informasi, sehingga
memudahkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih
transparan, terbuka dan akuntabel.

- Faktor kunci dalam pelaksanaan pengeiolaan dan pelayanan
informasi publik adalah adanya komitmen dari berbagai unsur
mulai dari pimpinan sampai unsur terkecil dalam sebuah UPT agar
dapat berjalan secara terstruktur, efektif dan efisien serta satu
suara(memiliki persepsi dan pemahaman yang sama).

- Menyikapi perubahan organisasi Kementan, maka terdapat
beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu: 1) Pengelolaan dan
pelayanaan informasi publik masing-masing UPT harus tetap
berjalan dan dilaksanakan oleh Pejabat dan Petugas PPID sesuai
SKUK/UPT Tahun 2020; 2). SK Pejabat PPID Ess. |, Pembantu
Pelaksana Ess Il dan Pelaksana UPT harus diperbaharui setelah
Permentan Organisasi Kementan terbarudisahkan.

- Setiap UPT harus memastikan sarana dan prasarana yang
memadai dalam pelaksanaan layanan publik dan memiliki SOP
yang tetap memperhatikan protokol kesehatan di masa pandemi;

- Guna meningkatkan kompetensi SDM pertanian dalam pelaksaan
layanan pubiik, Kementan menyelenggarakan BIMTEK, BIMTEK
khusus dan Webinar;

- Pada tahun 2013 sudah dibangun Portal PPID untuk memberikan
one stop service forpublic information, portal ini telah terintegrasi
dengan selurun UK/UPT di Lingkungan Kementan sehingga
memudahkan bagi publik untuk tetap mengajukan permohonan
informasi publik dari rumah;

- Guna kelancaran kegiatan, setiap UPT wajib mengalokasikan
anggaran untuk kegiatan PPID sesuai dengan instruksi Sekretaris
Jenderal.

- Dalam rangka monev implementasi keterbukaan dan infromasi
publik, maka dilakukan pemeringkatan keterbukaan informasi
publik yang menunjukkan bahwa UPT dengan predikat informatif
maupun menuju informatif memiliki pimpinan yang berkomitmen
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terhadap implementasi keterbukaan publik di lingkungan unit
kerjanya. Agenda Kementan ke depan akan dilakukan penilaian
melalui pengisian SAQ pada Bulan Juli2022, verifikasi SAQ dan
visitasi pada bulan Agustus 2022 dan penganugerahan padaBulan
September 2022.

c. Penerapan Standar Layanan, Inovasi dan Sosialisasi Kegiatan Zona
Integritas oleh Dra. Astutiningsih selaku Koordinator Program dan
Evaluasi BBPPKetindan:

- Dalam rangka meningkatkan fungsi Keterbukaan Informasi Publik
menuju pembangunan Zona Integritas, Implementasi Core Value,
Employer Branding. BBPP Ketindan menyelenggarakan Public
Hearing dan sekaligus menetapkan standar layanan publik, untuk
mendapatkan umpan balik dari stakeholder.

- Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Repubiik indonesia No. 52 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI Menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih danMelayani
(WBBM). Dengan mengacu kepada 6 area perubahan yakni:
manajemen perubahan, penataan tata laksanaan, penataan
sistem sumber daya manusia, penguatan akuntablitas kinerja,
penguatan pengawasan, penguatan kualitas layanan publik.

- Standar Pelayanan Publik pada Balai Besar Pelatihan Pertanian
(BBPP) Ketindan, ruang lingkup pelayanan publik BBPP Ketindan
yang diberikan meliputi: 1. pelatihan; 2. sertifikasi profesi; 3.
edukasi pertanian; 4. pendayagunaan ketenagaan pelatihan; 5.
konsultasi agribisnis; 6. penelitian dan permagangan; 7. informasi
dandokumentasi; dan 8. pemanfaatan sarana prasarana.

- Persyaratan layanan KKA ditentukan sesuai dengan prosedur
layanan publik yang berlaku di BBPP Ketindan, bagi Badan
Publik/ Organisasi dengan membawa atau menyediakan surat
tugas, akte pendirian, ID Card, sedangkan bagi perorangan
dengan membawa atau menyediakan KTP/SIM, Kartu Pelajar,

———
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NPWPF dan selanjutnya melakukan permohonan layanan sesuai
dengan alur SOP yang berlakupada jam kerja yaitu Senin — Kamis
pukul 07.30 — 167.00 WIB dan hari Jum’'at Pukul 07.30 — 16.30
WIB. Jangka wakiu penyelesaian tergantung jenis permohonan
informasi mulai dari 15 menit hingga 24 jam;

- Paket penyelenggaraan pelatihan terdiri dari pelatihan fungsional
dan teknis. pada pelatihan fungsional penyuluh pertanian terbagi
menjadi 3, yaitu Pelatihan PP Terampil 21 han dengan biaya Rp.
3.770.000/orang, Pelatihan PP Alih Kelompok 14 hari dengan
biaya Rp. 2.900.000/orang dan Pelatihan PP Ahli 21 hari dengan
biaya Rp. 3.770.000,-/orang;

- Pelatihan teknis dibedakan berdasarkan jumlah hari pelatihan
mulai dari 5 hari sampai 14 hari dengan biaya sebesar Rp.
1.778.000/orang - Rp 3.478.000/orang;

- Paket sertifikasi profesi bag penyuluh pertanian/petani/pelaku
pertanian selama 3 hari tidak termasuk biaya perjalanan peserta
sebesar Rp. 1.920.000/orang;

- Kegiatan Kerjasama penelitian dan permagangan 1 — 7 hari
sebesar Rp. 200.000/orang, 8-14 hari Rp. 300.000,-/orang, 16 —
30 hari sebesar Rp. 500.000,-/oraang dan 31 — 90 hari sebesar
Rp. 500.000,-/orang

- Paket Kerjasama pemanfaatan sarana prasarana: biaya sewa
asrama Rp. 75.000/orang; biaya sewa kelas Rp. 250.000,-/8 jam,
Aula Rp. 1.500.000,-/8 jam, sound system Rp. 200.000,-/8 jam
dan Pemeliharaan LCD Rp. 250.000,-/8 jam.

- Inovasi di BBPP Ketindan meliputi Sistem Pelayanan Pelatihan
Terintegrasi (SIPEPSI), Sistem Informasi Surat Online (SISQ), e-
Vokasi Training Center (e-VTC), Learning Management System
(LMS) atau disebut dengan e- Learning dan OVIS sebagai nutrisi
anti virus.

- Dibutuhkan komitmen yang kuat dalam peningkatan kualitas
layanan publik.
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- Ketindan saat ini berusaha mewujudkan jaminan pelayanan public
serta penyelenggaraan keterbukaan informasi publik yang cepat,
akurat, akuntabel berbasis pelayanan prima.

2.3.3 Sesi Tanya Jawab:

a. Wahyu Indarto dari PPID Biro Humas Kementan bertanya kepada
Ombudsman Ada pemohon yang menyampaikan permohonan
sekitar 8 kali dengan subtansi yangsama dan sudah hampir 5 kali
direspon, selanjutnya sudah tidak direspon/dilayani. Apakah bisa
PPID melakukan hal tersebut dan tidak melanggar UU?

b. Natalia dari BBIB Singosari bertanya kepada Astutiningsih, BBPP
Ketindan Untuk jasa sertifikasi profesi di BBPP Ketindan bagaimana
TUK atau LSPnya?

c. Tarwa Mustofa dari Perwakilan FK P4S Provinsi Jawa Timur
Testimoni dari FK P4S tentang manfaat keriasama dengan BBPP
Ketindan selaku Pembina P4S terkait keterbukaan publik dan atensi
BBPP Ketindan terkait kegiatan FK P4S di lapangan. Masukan

untuk menambah kuota pelatihan bagi pengelola P4S yang sangat
dibutuhkan.

Jawaban Agus Mutaqqgin (Ombudsman):

- Pengalaman LSM di TA melaporkan Kades-Kades di Tulungagung,
walaupun yang meiapor hanya itu-itu saja namun tetap ditanggapi
apalagi yang disampaikan adalah pengaduan yang berbeda.

- Ada pemilahan terkait substansi aduan, bila subtansi aduannya
sama maka jawabannya sama saja.

- Tidak boleh menolak layanan apapn yang baru. Bila ada motif lain
dalam urusan pengaduan layanan masyarakat, karena hal itu
menjadi urusan pihak penyelenggara layanan. Bila tidak kapabel
diberikan ketegasan untuk menolak.

- Tidak boleh membela pemohon dan penyelenggara layanan

- Bila UPT sudah melaksanakan SOP layanan, berarti tidak boleh

S ]
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disimpulkan ada maladministrasi.

- Kewajiban penyelenggara tetap melayani.

Jawaban dari Astutiningsih (BBPP Ketindan):

- BBPP Ketindan hanya sebagai TUK. LSP ada di Kementerian
Pertanian;

- BBPP Ketindan tetap memprogramkan/memfasilitasi pelatihan-
pelatihan tiap tahun untuk peningkatan kompetensi P4S, namun bila
terjadi refocusing, makadengan terapaksa belum bisa dilayani.

2.4 Evaluasi Penyelenggaraan

Berdasarkan evaluasi penyelenggaraan kegiatan public hearnng
menyatakan bahwa tujuan public hearing telah tercapai dengan nilai rata —
rata evaluasi sekitar 2,81. Semua keperluan dalam penyelenggaraan
public hearing terkait standar pelayanan publik telah terpenuhi dengan
baik yang dinyatakan dengan nilai rata-rata 2,78. Terkait dengan
manajemen apresiasi yaitu pada interaksi/ hubungan antara panitia
penyelenggara dengan peserta tergolong sangat baik dikarenakan
pelayanan prima, keramahan dan cepat tanggap terhadap situasi kondisi
dengan nila rata — rata evaluasi yaitu 2,61. Interaksi/ hubungan
narasumber/ pemateri dengan peserta dan kemampuan narasumber/
pemateri dalam menjelaskan tentang materi public hearing tergolong
sangat baik yang dibuktikan dengan diskusi yang dapat memberikan
solusi tepat dari setiap pertanyaan peserta dengan nila rata-rata evaluasi
yaitu 2,81. Sarana dan prasarana pendukung seperti akomodasi sangat
baik dengan nilai rata-rata 2,41 dan konsumsi tergolong baik dengan nilai
rata-rata 2,19. Alokasi ketepatan waktu atau kesesuaian dengan jadwal
pelaksanaan tergolong baik dengan nilai rata-rata evaluasi yaitu 2,21.
Sedangkan waktu per materi/ bahasan tergolong baik dengan nilai rata —
rata 2,20. Berdasarkan jalannya kegiatan, terdapat beberapa saran dari
peserta antara lain:

.. ii———
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1. Agar lebih banyak lagi melakukan pelatihan-pelatihan secara tatap
muka khususnya untuk petugas lapangan guna peningkatan
kapasitas penyuluh pertanian di lapangan;

Kurangnya waktu untuk diskusi dikarenakan ketidaksesuaian alokasi
waktu tiap materi dengan jadwal pelaksanaan.
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BAB 1l
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Standar pelayanan publik pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan
meliputi ruang lingkup pelayanan:
Standar Pelayanan Pelatihan
Sertifikasi Profesi
Edukasi Pertanian
Pendayagunaan Pelatihan Pertanian
Konsultasi Agribisnis
Penelitian dan Permagangan
Informasi dan Dokumentasi
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

O NSO s @GNS

Berdasarkan pemaparan standar pelayanan publik yang dilaksanakan pada
kegiatan Public Hearnng, ditetapkan standar pelayanan publik BBPP Ketindan

secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

1. | Dasar Hukum a. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

b. Peraturan Pemetrintah No. 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;

¢. Peraturan Menteri PAN dan RB No. 36 Tahun
2012 tentang Juknis Penyusunan, Penetapan dan
Penerapan Standar Pelayanan Publik;

d. Peraturan Menteri PAN dan RB No. 17 Tahun
2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit
Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

e. Peraturan Menteri Pertanian No. 45 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Pelatihan, Lingkup Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

2. | Jam Kantor

» Hari Senin - Kamis :07.30 - 16.00 WIB

e Hari Jumat : 07.30 - 16.30 WIB
3. | Jam Pelayanan » Hari Senin - Jumat : 08.00 - 16.00 WIB

» |stirahat :12.00 - 13.00 WIB
4. | Persyaratan a. Bagi Badan Publik/Organisasi

Membawa atau menyediakan surat tugas, akte
pendirian, ID Card.

b. Bagi Perorangan
Membawa atau menyediakan KTP/SIM/Kartu
Pelajar/NPWP

———
Laporan Public Hearing BBPP Ketindan 2022 18



'NO.[ KOMPONEN

5. | SOP Pelayanan Sesuai SOP Pelayanan Publik BBPP Ketindan
6. | Jangka Waktu a. 15-30 menit
Penyelesaian b. 30— 60 menit
c. > 60 menit - 1x 24 jam
7. | Biaya/Tarif a. Paket Sertifikasi

Tanf  Serifikasi Profesi bagi Penyuluh
Pertanian/Petani/Pelaku Pertanian Bidang
Penyuluah  Pertanian, Pertanian Organik,
Budidaya Kedelai, Pengolahan Hasil Pertanian
Rp. 1.920.000/orang (3 hari)
Kerjasama Penelitian dan Permagangan
- 1-=7han :Rp. 200.000/orang
- 8—14 hari :Rp. 300.000/orang
- 16 — 30 hari : Rp. 500.000/orang
- 31-90 hari : Rp. 500.000/orang
Paket Kerjasama
- Kerjasama Ketenagaan
Berdasarkan kompetensi dan spesialisasi:
a) Budidaya Tanaman
b) Hama dan Penyakit Tanaman
c) Konservasi Lahan dan ldimatologi
d) Panen dan Pasca Panen seria Teknologi
Hasil Pertanian
e) Pengelolaan Limbah Hasil Pertanian (zero
waste)
f) Sosial Ekonomi Pertanian
g) Penyuluhan I
h) Kehumasan
- Kerjasama Pemanfaatan Sarana Prasarana
Asrama : Rp. 75.000/orang
Aula : Rp. 1.500.000/8 jam
Kelas : Rp. 250.000/8 jam
Sound system : Rp. 200.000/8 jam
Pemeliharaan LCD : Rp. 250.000/8 jam
- Paket Penyelenggaraan Pelatihan
a) Diklat Dasar Fungsional Terampil
Rp. 3.770.000/orang (21 hari)
b) Diklat Dasar Fungsional Alih Kelompok
Rp. 2.900.000/orang (14 hari)
c) Diklat Dasar Fungsional Ahli
Rp. 3.770.000/orang (21 hari)
- Pelatihan Teknis Pertanian
a) 5 hari, tarif Rp. 1.778.000/ocrang
b) 7 had tarif Rp. 2 123.000/arang
¢) 10 hari, tarif Rp. 2.583.000/orang
d) 12 hari, tarif Rp. 2.893.000/orang
€) 14 hari, tarif Rp. 3.478.000/orang

W=

Pelatihan

Sertifikasi Profesi

Edukasi Pertanian

Pendayagunaan Ketenagaan Pelatihan
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Konsultasi Agribisnis

Penelitian dan Permagangan
Informasi dan Dokumentasi
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Fasilit

Penginapan/asrama 2 - 3 orang per kamar
Pemateri/Widyaiswara yang kompeten di
bidangnya

Training Kit

Periengkapan mandi

Materi

Sertifikat

Penggunaan sarana dan prasarana balai

10.

Sarana dan
Prasarana

Lahan Praktek
Ruang Kelas
Laboratorium
Screen House
Fasilitas Disabilitas
Asrama
Sport Center
Ruang Layanan Publik
Toko dan Kantin

. Ruang Laktasi

PNONABLONANDIOELD N=ONOOM

11.

Kompetensi dan
Jumlah Pelaksana

-k |k D
© et

Jumlah Pelaksana Pelatihan sebanyak 97 orang
terdiri dari:
a. 74 orang PNS
« Pejabat Struktural : 2 orang
o Pejabai Fungsional
Widyaiswara : 27 orang
- Perencana : 3 orang
- Analis Kepegawaian Ahli : 2 orang
- Analis Pengelolaan Keuangan APBN
Ahli Muda : 2 orang
- Pranata Humas Ahii : 2 orang
- Pranata Komputer Ahli : 2 orang
- Pranata Keuangan APBN : 2 orang
Arsiparis Ahli : 2 orang
Fungslona! Umum : 30 orang
b. 23 Orang Tenaga Harian Lepas
2. Kompetensi/Spesialisasi Widyaiswara
a. Budidaya Tanaman : 9 orang
b. Proteksi Tanaman : 3 orang
c. Penyuluhan Pertanian : 5 orang
d. Sosial Ekonomi Pertanian : 6 orang
Hasil Pertanian : 4 orang

12.

Pengawasan
Internal

Keputusan Kepala BBPP Ketindan Nomor
09/SK/TU.310/1.14.1/01/2022 tentang Penetapan Tim
Satuan Pelaksana Pengendalian Intern Tahun 2022

13.

Penanganan
Pengaduan

SOP Penanganan Pengaduan

- Melalui kotak saran

- Melalui persuratan

- Melalui Whatsapp/chat intraktif

Laporan Public Hearing BEPP Ketindan 2022




NO.| KOMPONEN URAIAN
- Datang ke ruang layanan
- Melalui email

14. | Jaminan Pelayanan | janji Layanan Maklumat

"Dengan ini kami menyatakan sanggup uriuk
memberikan jaminan kepastian layanan yang
berkualitas dan professional untuk meningkatkan SDM
dan mutu pelayanan sesuai dengan standar
sertamekanisme yang telah ditetapkan dan jika
kamimelanggar, kami bersedia menerima sanksi
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
beraku”

15. | Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

- Petugas Keamanan : 24 jam

- Jaminan kerahasiaan data pemohon layanan

- Jaminan bantuan kesehatan untuk penyediaan
obat-obatan ringan

- Jaminan kenyamanan selama berkegiatan

16. | Evaluasi Kinerja
Pelaksana

—

Evaluasi Kepuasan Masyarakat
2. Evaluasi Intemal

Secara keseluruhan pelayanan yang dilakukan Balai Besar Pelatihan
Pertanian Ketindan telah sesuai dengan standar pelayanan publik yang

ditetapkan. Hanya periu

perbaikan pada kegiatan promosi balai,

pengembangan jejaring keriasama dengan lembaga atau instansi lain baik
kelompok maupun perseorangan, perbaikan kualitas pelayanan dan jaminan
layanan serta sarana prasarana yang lebih representatif.

e b inikbioirhine—eenennini-omeoeeoeoeeeee
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BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil public hearing diperoleh hasil bahwa secara
umum pelayanan di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan
telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh
masyarakat. Hanya perlu pengembangan jejaring kerasama dengan
lembaga atau instansi lain baik kelompok maupun perseorangan, perbaikan
kualitas pelayanan dan jaminan layanan serta sarana prasarana yang lebih

representatif.

4.2 Saran
Saran — saran dari peserta public hearing terkait jalannya kegiatan
antara lain:

1. Agar lebih banyak lagi melakukan pelatihan-pelatihan secara tatap
muka khususnya untuk petugas lapangan guna peningkatan kapasitas
penyuluh pertanian di lapangan;

2. Kurangnya waktu untuk diskusi dikarenakan ketidaksesuaian alokasi
waktu tiap materi dengan jadwal pelaksanaan.

o ]
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LAMPIRAN |
UNDANGAN




KEMENTERIAN PERTANIAN =
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN p

BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN -

http//bbppketindan.bppsdmp pertanian.go.id/

Jin. Ketindan No. 1 Lawang - Malang
Kode Pos 65214 Kotak Pos 123 Telp/Fax. (0341) 426235

re—

Nomor ‘B~ /HM.170/1.14.1/06/2022 Malang, 17 Juni 2022

Lampiran . 2 (dua)
Perihal . Undangan Public Hearing

Kepada Yth:
(Mohon lihat lampiran)
Di

Tempat

Dalam rangka meningkatkan fungsi keterbukaan informasi publik menuju pembangunan
zona intergitas, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan sebagai badan publik

bermaksud menyelenggarakan Public Hearing untuk mendapatkan umpan balik dari
stakeholder dan mitra kerja.

Sehubungan pentingnya acara tersebut, kami mohon perkenannya untuk hadir pada:

Hari/Tanggal - Kamis, 23 Juni 2022
Pukul : 09.00 WIB — selesai
Tempat - Aula Mahkota Dewa BBPP Ketindan

JI. Ketindan No.1 Lawang — Malang, Tip/ Fax: 0341-426235

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian,
2. Kepala Pusat Pelatihan Pertanian;

3. Arsip.

Catatan:
- Konfirmasi kehadiran narahubung : Yeniarta Margi Mulya (081217221179)

= Panitia hanya menyediakan akomodasi dan konsumsi




Lampiran 1,
Surat Nomor : B- {12/HM.170/1.14.1/06/2022
Tanggal - 17 Juni 2022

Daftar Undangan

©ONONHWN =

Politeknik Pembangunan Pertanian Malang;

Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu;

Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari;

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur,
Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat;

Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika,

Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi;

Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya;

Loka Penelitian Sapi Potong Grati;

Balai Penyuluhan Pertanian Lawang;

Universitas Brawijaya;

Universitas Muhammadiyah Malang;

Balai Pelatihan Kesehatan Murnajati Malang;

Camat Lawang,

Kelurahan Lawang;

Desa Lawang;

Polsek Lawang;

Koramil Lawang;

RSUD Lawang;

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang;
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar,

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan;
Dinas Pertanian Kabupaten Gresik;

Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri;

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban;

FK P4S Provinsi Jawa Timur,

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang;

BRI Cabang Lawang,

Bank Mandiri Cabang Lawang;

PT Perkebunan Nusantara Xl Wonosari;

Yayasan Ar Roihan,

Yayasan Mutiara Harapan 1,

CV. Arjuna Flora Batu;,

Politeknik Negeri Jember;

SMK Negeri Purwosari,

SMK Negeri Wonorejo,

SMA Negeri 1 Lawang;

Badan Kepegawaian da Penegmbangan SDM Kabupaten Jember;
Korwil DPM/DPA;

Ketua Ikamaja Jawa Timur,

Universitas BINUS Malang;

Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia Provinsi Jawa Timur,
Badan Kepegawaian da Penegmbangan SDM Kabupaten Tuban; |
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur;

Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Provinsi Jawa Timur,

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.



Lampiran 2.
Surat Nomor
Tanggal : 17 Juni 2022

ALOKASI UNDANGAN PUBLIC HEARING BBPP KETINDAN
TANGGAL 23 JUNI 2022

/HM.170/1.14.1/06/2022

Inatansi/Lembaga

Jumiah

Politeknik Pem an Pertanian Malang

Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu

Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur
Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat

Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika

Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi

Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya

Loka Penelitian Sapi Potong Grati

Balai Penyuluhan Pertanian Lawang;

e ——

Universitas Brawijaya

Universitas Muhammadiyah Malang

Balai Pelatihan Kesehatan Murnajati Malang

Camat Lawang

Kelurahan Lawang

Desa Lawang

Polsek Lawang
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Koramil

Lawang
RSUD Lawang
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Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan

Dinas Pertanian Kabupaten Gresik

Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban

FK P4S Provinsi Jawa Timur

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang

BRI Cabang

Bank Mandiri Cabang Lawang

PTPN X Wonosari

Yayasan Ar Roihan

Yayasan Mutiara Harapan 1

CV Arjuna Flora Batu

Politeknik Negeri Jember

SMKN Purwosari

SMKN Wonorejo

SMAN 1

Badan Kepegawaian da Penegmbangan SDM Kabupaten Jember
Korwil DPM/DPA

S DI S .

Ketua lkamaja Jawa Timur

Universitas BINUS Malang

Perhiptani Provinsi Jawa Timur

Badan Kepegawaian da Penegmbangan SDM Kabupaten Tuban

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur

Ketua KTNA Provinsi Jawa Timur

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur

TOTAL

g—l_l_b-d_l.-nl—h_l-.t-b_t_t—h—t_b.a_l_l-h_Lu—l—l-.a-.._h-l-i-l-—b-l-l—l-l-—b—l_.l—l—l—l—l—h—&””“




JADWAL KEGIATAN PUBLIC HEARING

TANGGAL 23 JUNI 2022
No Susunan Acara Waktu Narasumber Penanggungjawab
1. | Registrasi 08.00 — 09.00 WIB - Panitia
2. | Pembukaan 08.00 - 08.10 WiB - MC
3. | Pembacaan doa 09.10 - 09.15WIB - Panitia
4 | Menyanyikan Lagu Indonesia 09.15 - 09.20WIB - Panitia
Raya
4. | Sambutan Ketua Panitia 09.20 - 08.30WIB | Kepala Bagian Umum Panitia
BBPP Ketindan
5. | Sambutan Selamat Datang dan 09.30 - 09.45WIB Kepala BBPP Panitia
Penayangan Profil BBPP Ketindan
Ketindan
6. | Paparan Materi: 09.45 — 11.30 WIB Moderator
» Strategi Peningkatan Ombudsman RI Notulen
Pelayanan Publik Melalui Perwakilan Jatim
Inovasi Menuju Era 5.0
* Peningkatan Standar Biro Organisasi dan
Pelayanan Publik Lingkup Kepegawaian
Kementerian Pertanian
« Peningkatanan Layanan Biro Humas dan
Melalui Keterbukaan Informasi Publik
Informasi Publik Lingkup
Kementerian Pertanian
« Penerapan Standar Layanan, Kabag LUmum BBPP
Inovasi dan Sosialisasi Ketindan
Kegiatan Zona Integritas
7. | Diskusi dan masukan dari 11.30 -1215WIB | Narasumber Eksternal Moderator
stakeholder dan Intemal Notulen
8. | » Pembacaanresumekegiatan | 12.15 —1245WIB Pembacaan hasil
public hearing, sekaligus resume oleh notulen.
pembacaan komitmen Core
Value ASN Ber-AKHLAK dan
komitmen PPID
« Penandatanganan komitmen Kepala Balai, Kabag Pembacaan
Core Value ASN dilanjutkan Umum, Perwakilan | komitmen: oleh MC.
penandatanganan komitmen Fungsional
PPID disaksikan Narasumber Widyaiswara dan
dan Stakeholder. Tertentu di BBPP
Ketindan
o Dilanjutkan foto bersama Panitia
9. | Penutup 12.45 - 13.00 WIB MC
10. | Ramah tamah 13.00 - 13.30 WIB Panitia




KEMENTERIAN PERTANIAN E
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN -
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN ¥ KAN

Jin. Ketindan No. 1 Lawang - Malang http:/fobppketindan bppsdmp.pertanian.go.id/
Kode Pos 65214 Kotak Pos 123 Telp/Fax. (0341) 426235
e e

EEEE——————

Nomor - BBk /THM.170/1.14.1/06/2022 Malang, 20 Juni 2022

Lampiran . 1 (satu)
Perihal : Undangan Public Heaning

Kepada
Yth. (terlampir)

Di

Tempat

mmmmmmmmmmmm
zona integritas, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan sebagai badan
publik bermaksud menyelenggarakan Public Hearing untuk mendapatkan umpan balik

dari stakeholder dan mitra kerja.
&mwmmmmmmmm&m
virtual (online) pada:
Hari/Tanggal : Kamis, 23 Juni 2022
Pukul : 09.00 WIB - selesai
Room ID

- Username ID : 986 340 8660

- Passcode : public

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
2 Kepala Pusat Pelatihan Pertanian,

3. Arsip.

Catatan:
- Konfirmasi kehadiran narahubung : Yeniarta Margi Mulya (081217221179)



Lampiran 1.
Surat Nomor : B-126/HM.170/1.14.1/06/2022
Tanggal : 20 Juni 2022

Undangan Virtual

1.  Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;

2. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan,;

3. Direktorat Jenderal Hortikultura;

4. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;

5. Direktorat Jenderal Perkebunan;,

6. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;

7. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;

8. Badan Karantina Pertanian;

9. Pemerintah Provinsi Jawa Timur,

10. Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Timur,

11. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur,

12. Balai Diklat Keuangan Malang;

13. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang;

14. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur;

15. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Malang;

16. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Situbondo;

17. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Ngawi;

18. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Jembrana;

19. Balai Diklat Pertanian Mataram;

20. Universitas Pembangunan Nasional Surabaya;

21. Universitas Negeri Surabaya;

22. Universitas Islam Malang;

23. Universitas Tribuana Tunggadewi Malang;

24. Universitas Trunojoyo Madura;

25. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

26. PT. ASDP,

27. Petrokimia Gresik;

28. PT. Seger Agro Nusantara (SAN);

29. Bank Banten;

30. Bank Syariah Indonesia;

31. Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur,

32. Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua;

33. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua
Barat;

34. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali;

35. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten
Bangkalan;

36. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi;

37. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro;

38. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember;

39. Dinas Pertanian Kabupaten Jombang;

40. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan;

41. Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang;

42. Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun;

43. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan, dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Magetan;

44. Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk;

AE MNinans Dadaninn Vabimatan RMlamnas-



51.
52.

83.

57.
58.
59.

61.
62.
63.

Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo;

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten
Situbondo;

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep;
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek;

Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung,

Dinas Pertanian Kota Batu;

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar;

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri;

Dinas Pertanian Kota Madiun;

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang;

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Mojokerto;
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan;
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Probolinggo;
Dinas Pertanian Kota Surabaya.



LAMPIRAN Il
JADWAL




JADWAL KEGIATAN PUBLIC HEARING
TANGGAL 23 JUNI 2022

No Susunan Acara Waktu Narasumber Penanggungjawab
1. | Registrasi 08.00 - 09.00 WIB - Panitia
2. | Pembukazn 05.00 — 08.10'WiB - MC
3. | Pembacaan doa 09.10 - 09.15WIB - Panitia
4 | Menyanyikan Lagu Indonesia 09.15 - 09.20 WIB - Panitia
Raya
4. | Sambutan Ketua Panitia 09.20 - 09.30 WIB | Kepala Bagian Umum Panitia
BEBPP Ketindan
5. | Sambutan Selamat Datang dan 09.30 - 09.45WIB Kepala BBPP Panitia
Penayangan Profil BBPP Ketindan
Ketindan
6. | Paparan Materi: 09.45 - 11.30 WIB Moderator
» Strategi Peningkatan Ombudsman RI Notulen
Pelayanan Publik Melalui Perwakilan Jatim
Inovasi Menuju Era 5.0
» Peningkatan Standar Biro Organisasi dan
Pelayanan Publik Lingkup Kepegawaian
Kementerian Pertanian o -
L] Paningkatanan Layanan Humas
Melalui KEthblﬂ(ﬂ:na Informasi Publik
Informasi Publik Lingkup
Kementerian Pertanian
« Penerapan Standar Layanan, Kabag Umum BBPP
Inovasi dan Sosialisasi Ketindan
Kegiatan Zona Integritas
7. | Diskusi dan masukan dari 11.30 —12.15WIB | Narasumber Ekstemal Moderator
stakeholder dan Intemal Notulen
8. | » Pembacaan resume kegiatan | 12.15 —1245WIB Pembacaan hasil
public heanng, sekaligus resume oleh notulen.
pembacaan komitmen Core
Value ASN Ber-AKHLAK dan
komitmen PPID
e Penandatanganan komitmen Kepata Balai, Kabag Pembacaan
Core Value ASN dilanjutkan Umum, Perwakilan | komitmen: oleh MC.
penandatanganan komitmen Fungsional
PPID disaksikan Narasumber Widyaiswara dan
dan Stakeholder. T